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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh tahapan telah terlaksana, kemudian 5 

(lima) dari 7 (tujuh) tahapan dikategorikan baik yaitu rapat kerja dengan pelaksana 

kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa, perubahan pelaksanaan 

kegiatan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, serta pelestarian dan 

pemanfaatan hasil kegiatan. Pada musyawarah pelaksanaan kegiatan desa 

dikategorikan cukup baik. Sedangkan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian 

masalah termasuk dalam kategori kurang baik. 

1. Pada tahapan rapat kerja dengan pelaksana kegiatan telah terlaksana. Kepala 

desa telah mengimplementasikan rapat kerja dengan tim pelaksana kegiatan 

yang dinilai sudah baik. Dalam hal ini, Kepala Desa Ciwaruga melaksanakan 

rapat kerja dengan Kepala Urusan Kesejahteraan, Tim Pelaksana Kegiatan 

(TPK) yang terdiri dari kepala dusun, ketua RT/RW, unsur Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

untuk membahas kendala maupun target dari pembangunan. 
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2. Pada tahapan pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa telah terlaksana. Kepala 

Desa Ciwaruga telah mengimplementasikan pemeriksaan pada kegiatan 

infrastruktur melalui pengoordinasian pemeriksaan pembangunan sesuai 

dengan RKP Desa Ciwaruga, sampai dengan proses pembangunan selesai 

dengan cukup baik. Hal tersebut didukung dengan menunjuk LPMD atau 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai pemeriksa kegiatan infrastruktur 

desa. Dimana LPMD di Desa Ciwaruga pun memastikan bahwa pembangunan 

infrastruktur dijalankan dengan baik secara partisipatif dan sesuai kebutuhan 

masyarakat. Setelah LPMD memeriksa kegiatan infrastruktur desa, LPMD 

melaporkan setiap progress dari pembangunan secara bertahap mulai dari 20%, 

40%, 80% sampai selesai yang akhirnya Kepala Desa Ciwaruga memegang 

laporan untuk menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan 

yang sedang dilaksanakan. 

3. Pada tahapan perubahan pelaksanaan kegiatan telah terlaksana. Kepala Desa 

Ciwaruga telah mengimplementasikan dengan baik perubahan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, hal ini ditinjau 

dari Kepala Desa Ciwaruga yang sempat melakukan perubahan pelaksanaan 

kegiatan sekaligus anggaran perubahan saat Pandemi COVID-19 yang 

memangkas banyak dana desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, 

kemudian dialihkan menjadi dana untuk penanganan COVID-19 yang 

jumlahnya cukup besar, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan 

terhambat dan dilakukan perubahan, Kepala Desa Ciwaruga pun mengajukan 
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bantuan keuangan dari Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat 

untuk dana yang mengalami perubahan. 

4. Pada tahapan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah telah 

terlaksana. Kepala Desa Ciwaruga telah mengimplementasikan pengelolaan 

pengaduan dan penyelesaian masalah, namun dinilai masih kurang baik. Hal ini 

dikarenakan kotak pengaduan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal, 

kotak yang sangat kecil dan tulisan di kotak yang menginformasikan bahwa 

kotak tersebut adalah kotak pengaduan untuk menyampaikan saran dan harapan 

itu juga kecil. Selain itu, pengaduan melalui kotak pengaduan mengenai 

pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pun masih minim dilakukan. 

5. Pada tahapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan telah terlaksana. 

Dikarenakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan telah 

diimplementasikan dengan baik oleh Kepala Desa Ciwaruga, karena TPK Desa 

Ciwaruga bersama Kepala Urusan Kesejahteraan selalu menyusun laporan 

kegiatan pembangunan yang memuat realisasi anggaran yang dipakai baik itu 

untuk bahan-bahan yang dibeli beserta dokumentasi dari nota pembelian 

maupun untuk gaji yang bekerja selama membantu mengerjakan pembangunan. 

Selain itu, laporan pelaksanaan kegiatan telah dilengkapi dengan foto kegiatan 

infrastruktur desa dimulai sejak hari pertama proses pembangunan sampai 

pembangunan selesai. 

6. Pada tahapan musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka 

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan telah terlaksana. Kepala Desa 
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Ciwaruga telah mengimplementasikan musyawarah desa dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan desa yang dinilai cukup baik melalui 

pengoordinasian setiap kegiatan. Dimulai dari BPD yang menyelenggarakan 

musyawarah desa untuk membahas pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan 

secara rutin. Dimulai dari BPD yang menyelenggarakan musyawarah desa 

untuk membahas pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan secara rutin. Kemudian 

di musyawarah desa tersebut, Kepala Desa Ciwaruga menerima laporan secara 

lisan dari laporan tertulis yang telah disusun oleh Kepala Urusan Kesejahteraan 

dan TPK Desa selaku pelaksana. 

7. Pada tahapan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan telah terlaksana. 

Kepala Desa Ciwaruga telah mengimplementasikan tugas pelestarian dan 

pemanfaatan pelaksanaan kegiatan yang dinilai baik karena telah menunjuk 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab untuk pembangunan di Desa Ciwaruga. 

6.2 Saran  

Kepada Kepala Desa Ciwaruga agar dapat mempertahankan kinerja baiknya 

dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ciwaruga 

dengan meninjau pada 7 (tujuh) tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 

berdasarkan pada Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa. 
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